©oN A

10.
11.
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18.

19.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pemberian bantuan perbaikan RTLH bagi masyarakat miskin di
Kebupaten Madiun merupakan program yang seperti apa?

Dari ke-15 kecamatan, mengapa Desa Durenan menjadi salah satu daerah
yang lebih unggul atau dapat dikatakan sebagai daerah percontohan di
bandingkan dengan daerah lainnya? Apa saja alasannya?

Dari pertama kali Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 disahkan dan
sudah berjalan 5 tahun hingga sekarang, program ini masih berjalan atau
sudah selesai? Jika masih berjalan berapa presentase yang sudah dicapai
hingga saat ini?

Seperti apa perubahan dan pencapaiannya di 5 tahun terakhir?

Apakah ada target waktu untuk program tersebut? Jika ada berapa tahun?
Berapa total penduduk di Kabupaten Madiun? (Berupa data)

Berapa angka kemsikinan di Kabupaten Madiun? (Berupa data)

Berapa jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan tersebut? (Berupa data)
Siapa saja panitia program tersebut? Apa tugas, peran dan strategi dari
masing-masing panitia? Berdasarkan apa pemberian tugas masing-masing
panitia tersebut? (Bupati, Bappeda, DPU, Camat Gemarang, Kepala Desa
Durenan, Kelompok Kerja)

Apa manfaat dari dibuatnya program tersebut?

Derajat perubahan yang seperti apa yang ingin dicapai dengan adanya
program tersebut?

Seperti apa kedudukan pembuat program tersebut?

Dimana letak pengambilan keputusan program tersebut? Apa alasanya?
Siapa yang berperan penting dalam program tersebut? Apa alasanya?
Siapa yang berperan sebagai penanggung jawab? Apa alasanya?

Siapa yang berperan sebagai penyelenggara program? Apakah sudah
tepat? Apa alasannya?

Adakah struktur organisasi pelaksanaan atau implementor program
tersebut? (Berupa Data)

Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan
program tersebut?

Siapa saja yang berperan sebagai tim monitoring? Seperti apa tugas tim
monitoring? Bagaimana dan berdasarkan apa proses pengawasannya?
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BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPAT! MADIUN
NOMOR: & TAHUN 2012
TENTANG
PEDO!MN!PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MADIUN,

. a. bahwa ssbagian masyarskst miskin di Kabupaten Madiun masih

menempati rumah tinggal yang jsuh dari memenuhi persyaratan rumah
sehat sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan
kesehatan masyarakat ;

b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan
dan peningkaian salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di
Kabupaten Madiun khususnya dibidang perumahan yang fayak, maka
perlu dilsksanakan perbalkan rumah yang tak layak huni dengan
pemberian bantuan / stimuian dari Pemerintah Kabupaten Madiun;

c. behwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka periu
ditetapkan Peraturan Bupati Madiun Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012;

* 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokek Kesefahteraan Sosial (Lembsran Negara Tshun 1874 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Negara Nemor 3038);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumshan dan
Pemukimen (Lembaran Negara Tahun 1892 Nomer 23);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1882 tentang Kesehatan ( Lembaran
Negara Tahun 1892 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3486);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negars Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
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. Undang-Undang Nomeor 17 Tshun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemberan
Negara Nomor 4355)

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemarintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telsh diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tshun 2008 ( Lembaran Negara Tahun
2008 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penatasan Ruang,

Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tfentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lsmbaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234,

. Peraturan Pemerintah Nomaor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah { Lembaran Negara Tahun 1888
Nomar 3373),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tshun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587),

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tshun 2005 tentang Keiurahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daersh (Lembaran Negara Tshun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan:

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuargan Desa;

Peraturan Daerash Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun:
Peraturan Daerah Kabupsaten Madiun Nomer 18 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Madiun Tahun 2008-2013;
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2012 tentang
* Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPAT! TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

KABUPATEN MADIUN,
BAB|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPemDaefm&iyangMd dengan :

1.

@

dimaksud dalam UUD Negara Repubiik Indonesia Tahun 1845,
Pemerintah Daerah, adaiah Bupati dan Perangkat Dasrah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah,

Bupati adalah Bupati Madiun,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sefanjutnya disebut BAPPEDA adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Dinas Pekerjaan UmwanMa!gadmCiplaKaryasomwmyadisemePUBMdan
CK adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karys Kabupaten Madiun,
Kecamatan adalsh wilayah Kerja Camatsobagaipetangkatdamah Kabupaten Madiun.

. Desa adaiah kesatuan masyarakat hukum yeng memili batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingsn masyarakst sstempat,

system pemerintahan Repubfik Indonesia.
Keiurahan sdalah wilayah Keria Lurah sabagal sebagai perangkat daerah Kabupaten
Madiun dalam wilaysh kerja kecamatan,

measyarakat miskin vang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dans
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya
yang szh.
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11.Pengeicigan Bantuan Rumah Tidak Layak Hunl adaish keseluruhan kegistan
pengelolaan pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

BABII

TUJUAN DAN SASARAN
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Perbalkan Rumah Tidak Layvak Hunl diberikan kepada masyarskat
miskin yang menempati / mempunyal rumah sesual dengan standart yang telah ditetapkan
dangan tujuan meningkatkan kualitas hidup / derajat kesshatan masyarakat migkin
Kabupaten Madiun,

Pasai 3

(1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adaleh masyarakat miskin yang menempati/
mempunyai rumah tidak layak huni.

{2) penetapan jumiah dan nama calon penerima untuk perbaikan rumah tidak lzyak huni bag
masyarakal miskin sesual data base Rumah Tidak Laysk Huni ( RTLH ) ditetapkan daiam
Keputusan Bupati

Pasal4

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pamerintah Kabupaten Madiun dan
bantuan dana lsinnya yang sah, fidak diperbolehkan digunakan selain untuk memperbalki rumah tidak
lsysk huni sesusl hasil pendatsan BPS Kabupaten Madiun yang telah diverifikasi cleh
Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB Ill
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasai5

Kriteria rumeh tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai berikut
a, kondisi rumah;

b. kondisi lingkungan.
Paszal B

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 5 huruf 2 hanus memenuhi sebagian
dan/atau seluruh persyaraten sebagai barikut .

g, stap dari rumbai, juk, genting tus dan rusak;

b. dinding tidak permanen ( triplek, gedeg,sesek kayu ).

¢. luas lantai kureng dari 8 m* perkapita;
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m

d. sumber air tidak sehat:
e. tidak mempunyai akses MCK:
f bahan bangunan tidsk permanen;
gwammmnmmmmm;
h.ﬁdakmewﬂudpembagmmngan;
3 hmaidmitanahdmnmhhmbabahumap:
i kondisi rusak.
Pass| 7

Kmmngmmdimwmmsnmummgm;

a. lingkungan kumuh dan becek:

b. wmnmwmmm
c. Jalan setapak tidak distur;

d. letak rumah tidak teratur,

Pasal 8

MmmmmmrankMimmwmmmmm
bordasukanpmeumberpmbilymyangalmmmyai.

BAS IV
KEPANITIAAN

Pasai §

(1) Untuk kelanceran pelaksanaan pembenan Bantuan Parbaikan Rumah Tidek Layak Hunl di
Kabupaten Madiun, maka dibentuk Panitia Parbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkst Kabupaten,
KeunntandanbumwwahmumKWKﬁhPmdmaBamm.

(2) mmm&mmkwrmmmmmmm:

2 BadaanmPunbemum Deerah Kabugaten Madiun:

( _ b. Dines PUBM&CK Kabupaten Madiun:

') ©. Camat se Kabupaten:

. d- Kepaia Desa / Kelurahan;

| & Kelompek Kerja™

(3) mmMampmmwmxmmnlmmma/memamm
Kmmmmmmwmmmmmwmxmnm

(4) KdmokKedaPewimBanMnwaa&aankaLmHmid_- 7 Kepgla



2 Beppeds selaku Koordinator melskukan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terhadap
peHwnanPabﬁunRummmnuyamnldmmMnhadmkemdaaupaﬁ
Madiun;

b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pelaksana dan Perencana Teknis
Perbalkan Rumah Tioak Layak Huni (RTLH) metakukan Sostalisasi, Selexs! Propesal, Setting
Gamber, Verifikasi Sasaran, Lokasi RTLH:

c mammvtwmummmunmmmm

.. serta melakukan inventarisasi sasaran sesual data base RTLH yang telsh ditetapkan;

{9, Kepaia Dssa / Kepala Kelurshan selaku pslsksana Operasional Lapangan mefakukan kegistan
rencana pengadaan belanja barang sesuai kebutuhan untuk Perbaikan Rumeh Tidak layak Huni

dengan Panitia Kelompok Kesja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

e Kelompok Kerfa Perbaikan Rumah Tidek Layak Huni malakukan tugas pelaksanaan Pemugaran
lwbahnmﬂﬂd&hy&ﬂuﬂdmﬁmﬁm%dﬁmmwm&c&

BABY
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 10

(1) Mekanisme pengsjuan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pengaiuan
permohonan propesal yang disampaikan pads Bupati Madiun.

(2) Bedan Perencanassn Pembangunan Dserah dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Margs dan Cipta
mwmmmmnmmmmummhnmm:
mmmmmwmmmmmnmmmmmm
basammahﬁdakhyakhwdengmmnsebagim:

&. memeriksa secara rinci iampiran parmchonan.

b. memeriksa nama penesima, alamat, uraian bantuan, foio rumah tidak laysk huni yang akan
diperbaiki.

awmnmm&smmmlapodmkmda&wﬁmmwkanmqmn

BABVI
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 11

(1) Kepals Badan Perencanaen Pembengunan Dasrah dan Kepais Dinas Pekerjaan Umum Bing
Mm&ncmw“jbmmmmmwonm&mm
Perbaikan Rumah Tidak layak Hunl melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan,

12) Kepals Desa/Kepala Kelurshan membentuk dan menetapkan Panitia Palaksana Perbaikan Rumah
Tukwmmmmmmwmmmmwrmkmumm
di ketahei oleh Camat.
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(3) Semus penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Laysk Huni msnyerahkan Proposal, RAB dan
bantuan yang ditedma kepada Panilia Pelaksane Perbaiken Rumah Tidak Layak Huni Tingkat
Desa /Kelurahan sanpgup mematuhi segals kepuiusan Panitia Pelaksana Perbalkan Rumah Tidak
Layak Huni yang dituangkan dalam Berita Acara ( BA ).

(4)%%%%7”&%%&&%%@
perbaikan berdaserkan hasil musyawarah dan masukan dar Kelompok Kerja panarima bantusn.

(S) Panila Pelaksana Tingket Desa/elurshan seteieh kegiastan dilaksanakan berkewsjiban
menyampaikan Laporan Perianggungjewsban panggunsannya dilampin SPJ dan bukti-bukti
sefaku Pelaksana dan perencena Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni rengkap 3 ( figa ).

BAB V|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Semua ketentuen yang berkaitan dengan bentuan Parbaikan Rumah Tidek Layak Huni sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati inl dinyatakan tetap bedake,

Pasai 13

Peraturan Bupati inl mulal barleku peda tanggel diundangkan.
Agar sstiap orang dapat mengetahuinys, memerintshkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
padatanggal = .voousnl «LI6
BUPATI MADI

Lo v

|
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ® (0351) 451295

MADIUN (63121)

Madiun, 07 Agustus 2017

Nomor ¢ 072/679/402.30172017 " Kepada

Sifat : Biase Yth. Sdr. Ka. DPU & PTR
Lampiran @ - Kab. Madiun
Perthal ¢ Permohonan Ijin Survey Di-

MEIAYAN

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas llmu Administrasi  Universitas
Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017,
perihal Permohonan [jin Survey bersama ini terlampir disampaikan dengan hormas
Rekomendasi 1zin Penclitan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun, atas nama : Rosita Adhe Sri Wijayanti, dengun judul -
“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 20127,

Demikian untuk menjadikan makium dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
|, D I

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bp. Bupati Madiun ( Sebagai laporan )
2_ Arsip (yang bersangkutan)
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun - Alun Utara No. 4 W (0351) 451295

MADIUN (63121)

SKON P
Nomor : 072/679/402.3012017

Dasar 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Sistem Nasional Penclitian, Pengembangan dan Penerapen Imuy
Pengetahuan dan Teknologi ;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintaban daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 -

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2011 temtang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Duerah |

4. Pemturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Neger Kabupaten Madiun.

Menmimbang © & bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelakssnuan
penclitian dan pengembangan perfu diterbitkan rekomendasi penelitian |
b, bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas limu Administresi Universitas
Brawijays Malang, tanggal 21  Juli 2017, Nomor
103427UNT0.FO3. L L11/PN/2017, perihal Permohonan Ljin Penclitian
atas niama - Rosita Adhe Sri Wijayanti, telah mengajukan Permohonan
[jin Penclitan/Survey/Kegiatan
¢ bahwa sesuni konsideran huruf a dan b, serta: hasil ferivikasi Badan
Resatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas
persyeratan  administras: penelitian felah memenuhi svarat sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.
Kepala Badan Kesatusn Bangsa dan Politik  Dalam Negen Kabupaten Madiun, memberikan
rekomendasi kepada |
o Nama . Rositn Adhe Sri Wijayant
b, Alamat ¢ Perum Bumimas 1 Blok W Nomor 14 Madun, Jawa Timur
¢. Pekejaan/Jabatan . Mahasiswa
d.  Instansi/Civitas/Organisasi Universitas Brawijaya Malang
¢ Kebangsaan - Indonesia



ik mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan -

a  Judul

Bidang

Tujusn

Dosen Pembimbing
Anggota/Peserta
Tanggal (Waktu)
Tempat/Lokasi

S - R

15

Dengan Ketentuan 1.

“Pelaksanaan Pemberinn Bantuan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan
Kecamitan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran
012"

. Nmu Administrasi Publik
. Permohonan Ijin Survey

2 (dua) bulan setelah surat terbit
Dinas PU & Penatazn Ruang Kabupaten Madiun

Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di
dacrah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan |

Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan
untuk fujuan tertentu yang dapat menggunggy kestabilan keamanan
dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepads Gubernur Jawa
Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalsm Negeni
Kabupaten Madiun

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepertunys.

Madiun, 07 Agustus 2017

Tembusan disampaikan kepada -
Yth. 1. Bp. Bupati Madiun ( Sebagai ltporan )
2, Arsip (yang bersangkutan)
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Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ® (0351) 451295

MADIUN (63121)

Madiun, 07 Agustus 2017

072/679/402.30172017 " Kepada

Binsa Yth. Sdr. Camat Gemarang
e Kab. Madiun
Permohonan Ijin Survey Di-

GEMARANG

Berdasarkan surat dan Dekan Fakultas [mu Administrasi  Universitas
Brawijaya Malang, 1anggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3,11.11/PN/2017,
perihal Permohonan Tjin Survey bersama ini terlampir disampaikan dengan hormit
Rekomendasi 1zin Penclitian dan Badan Kesstuan Bangsa dan Politik  Dalam Negeri
Kabupaten Madiun, atas nama - Rosita Adhe Sri Wijayanti, dengan judul :
“Pelaksanaan Pemberian Bantusn Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 20127

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada ;
Yth. |. Bp Bupati Madiun ( Sebagai laporan )
2. Arsip (yang bersangkutan)
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun - Alun Utara No. 4 W (0351) 451295

MADIUN (63121)

OMEN 1ZIN PE ANSURVEY/KEGIATAN
Nomaor : 072/679/402.301/2017
Dasar -1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Sistem Nasional Penclitian, Pengembangan dan Penerapan  [Imu
Pengetahuan dan Teknologi ;

(5]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemenintahan daerah. scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pedoman Penelition dan Pengembangan di Lingkungan
Kementenian Dalem Negeri dan Pemerintahan Dacrah -

4 Peraturan Menieri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Pedoman Penetbitan Rekomendasi Penelitian;

5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Kesatuan Bzngsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun

Menimbang © A bahwa untuk tertib administrasi  dan pengendalian  pelaksanaan

penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendast penelitian ;

b bahwa sesusi surat dani Dekan Fakultas Timu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor :
10342/UN10.FO3. 11.11/PN/2017, perihal Permohonan ljin Penelitian
atas nama : Rosita Adhe Sri Wijayanti, telah mengajukan Permohonan
Tjin Penelitian/Survey/K egiatan

¢ bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas
persyaratan  administrasi  penelitian telah memenuhi syarat sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Kepala Badan Kesaman Bangsa dan Politik  Dalam Negeni Kabupaten Madiun, memberikan

rekomendast kepada -
a,  Nama Rosita Adbe Sri Wijayanti
b, Alamat ¢ Perum Bumimas 1 Blok W Nomor 14 Madun, Jawa Timur
c. Pekerjaan/Jabatan . Mahasiswa

d. Instansi/CivitasiOrganisasi :  Universitas Brawijaya Malang
¢ Kebangsaan 1 Indonesia
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ok mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan ;

a  Judul . “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan
Kecamatan Gemarang Kabupnten Madiun Tahun Anggaran

127
b, Bidang ;. lmu Admimstras: Publik
¢, Tujuan . Permohonan ljin Survey
d. Dosen Pembimbing -
¢ Anggotm/Peserta -
£ Tanggal (Waktu) 2 (dua) bulan setelah surat terbit
g Tempat/Lokasi - Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
Dengan Ketentuan |, Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata teruib di

daerah setempat / lokasi Penclitian'Survey/Kegiatan |

Pelaksanaan penclitian/SurveyKegiatan agar tidak disalahgunaken

untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan

dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penclitian/Survey/Kegiatan |

3. Melaporkan hasil penelitian dan scjenisnya kepada Gubernur Jawa
Timur melalyi Badan Kesatuan Bangsa dan Polink Dalam Negeri
Kabupaten Madiun.

"~

Demikian rekomendast ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Madiun, 07 Agustus 2017

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. I. Bp. Bupati Madiun ( Scbagai laporan )
2. Arsip (vang bersangkutan)




Nomor
Sifat

Lampiran
Perihal
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEG
Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ® (0351) 451295 e

MADIUN (63121,

Madiun, 07 Agustus 2017

072/679/402.301/2017 X Kepada

Biasa Yth. Sdr. Ka. BAPPEDA
= Kab. Madiun
Permohonan Ijin Survey Di -

MEJAY AN

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas [Imu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017,
perihal Permohonan [jin Survey bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat
Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Madiun, atas nama : Rosita Adhe Sri Wijayanti, dengan judul :
“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi
Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 2012 7.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

Pembina
NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bp. Bupati Madiun ( Sebagai laporan )

-5

2. Arsip (yang bersangkutan)




Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Alun - Alun Utara No. 4 W (0351) 451295
MADIUN (63121

EKOMENDASI IRVEV/KEGIATAN

Dasar

Menimbang

rekomendasi kepada

a,

& 6 o

5]

Nomor : 072/679/402.301/2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Sistem Nasional Penclitian, Pengembangan dan Penerapan llmu
Pengetahuan dan Teknologi |

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Dacrah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendast Penclitian;

Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun,

bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian  pelaksanaan
penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penclitian |
bahwa sesuai sural dari Dekan Fakultas Timu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang. tanggal 21 Juli 2017, Nomor
10342/UN10 FO3.11,11/PN/2017, perihal Permohonan ljin Penelitian
atas nama - Rosita Adhe Sri Wijayanti, telah mengajukan Permohonan
ljin Penelitian/Survey/Kegiatan

bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, scrta hasil ferivikas: Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas
persyaratan administrasi - penelitian telsh memenuhi syarat sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun

2011 {entang Pedoman Penerbitan Rekomendas: Penclitian/Survey.

Nama Rosita Adhe Sri Wijayanti

Alamat Perum Bumimas 1 Blok W Nomor 14 Madun, Jawa Timur
Pekerjaan/ Jabatan Mahasiswa

Instansi/Civitas/Organisasi = Universitas Brawijava Malang

Kebangsaan

Indonesia
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Dalam Negeri Kabupaten Madiun, memberikan



Uny i
uk mengadakan kcgmhn'penelitian/survey/rcscarch dengan :

a
Judul “Pelaksanaan Pemberi i
; 3 erian  Bantuan Perbaikan Rumah Tidak
:ya Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan
zue‘c;:mtan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran
b. Bi :
Bidang [Imu Administrasi Publik
¢. Tujuan - Permohonan ljin Survey
d. Dosen Pembimbing L
e. Anggota/Peserta S
f Tanggal (Waktu) 2 (dua) bulan setelah surat terbit
g Tempat/Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Madiun
Dengan Ketentuan 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di

dacrah sctempat / lokast Penclitian/Survey/Kegiatan

f

Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tdak disalahgunakan
untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan
dan ketertiban di dacrah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan

e

Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa
Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Neger

Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 07 Agustus 2017

NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bp. Bupati Madiun ( Sebagai laporan )
2. Arsip (yang bersangkutan)
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